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Apendiks - Definisi 

 

 
“Pemegang Rekening” 
“Pemegang Rekening” adalah orang yang terdaftar atau teridentifikasi sebagai pemegang dari suatu Rekening Keuangan 
oleh Lembaga Keuangan yang mengelola rekening tersebut. Hal ini terlepas dari apakah orang tersebut merupakan 
Entitas yang menerima aliran dana. Dengan demikian, misalnya, jika sebuah trust atau estate terdaftar sebagai 
pemegang atau pemilik Rekening Keuangan, trust atau estate adalah Pemegang Rekening, dan bukan wali amanat atau 
pemilik atau penerima manfaat dari trust tersebut. Demikian pula, jika suatu kemitraan terdaftar sebagai pemegang 
atau pemilik Rekening Keuangan, kemitraan tersebut adalah Pemegang Rekening, dan bukan para mitra dalam 
kemitraan tersebut. Seseorang, selain Lembaga Keuangan, yang memegang Rekening Keuangan untuk kepentingan atau 
rekening orang lain sebagai agen, kustodian, pihak yang ditunjuk, penanda tangan, penasihat investasi, atau perantara, 
tidak dianggap sebagai pemegang rekening, dan orang tersebut dianggap sebagai pemegang rekening 

“NFE Aktif” 

Sebuah NFE adalah NFE Aktif jika memenuhi kriteria mana pun yang tercantum di bawah ini. Secara ringkas, kriteria-
kriteria tersebut mengacu pada: 

 NFE aktif berdasarkan penghasilan dan aset. 
 NFE yang diperdagangkan secara publik. 
 Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas yang sepenuhnya dimiliki. 
 Memegang NFE yang merupakan anggota dari suatu grup non-keuangan. 
 NFE start-up. 
 NFE yang sedang dilikuidasi atau baru saja keluar dari kebangkrutan. 
 Pusat-pusat treasury yang merupakan anggota dari suatu grup non-keuangan; atau 
 NFE non-profit. 

Entitas akan diklasifikasikan sebagai NFE Aktif jika memenuhi yang mana pun dari kriteria berikut ini: 

a) kurang dari 50% dari penghasilan kotor NFE tersebut untuk tahun kalender sebelumnya atau periode pelaporan 
lainnya yang sesuai adalah penghasilan pasif dan kurang dari 50% dari aset yang dipegang oleh NFE tersebut selama 
tahun kalender sebelumnya atau periode pelaporan lainnya yang sesuai adalah aset yang menghasilkan atau dimiliki 
untuk menghasilkan penghasilan pasif. 

b) saham NFE tersebut diperdagangkan secara regular di suatu pasar efek yang mapan atau NFE tersebut adalah 
Entitas Terkait dari suatu Entitas yang sahamnya diperdagangkan secara regular di pasar efek yang mapan. 

c) NFE tersebut adalah suatu Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas yang sepenuhnya 
dimiliki oleh satu atau lebih dari yang disebutkan di atas. 

d) Secara substansial seluruh kegiatan NFE tersebut terdiri atas kepemilikan (seluruh atau sebagian) saham yang beredar 
dari, atau memberikan pembiayaan dan jasa kepada, satu anak Perusahaan atau lebih yang bergerak dalam perdagangan 
atau usaha selain usaha suatu Lembaga Keuangan, kecuali bahwa suatu Entitas tidak memenuhi syarat untuk status ini 
apabila Entitas tersebut berfungsi (atau menyatakan pihaknya sebagai) suatu dana investasi, seperti private equity fund, 
dana modal ventura, leveraged buyout fund, atau sarana investasi apa pun yang tujuannya adalah untuk mengakuisisi 
atau mendanai perusahaan-perusahaan dan kemudian memiliki kepentingan dalam perusahaan-perusahaan tersebut 
sebagai aset modal untuk keperluan investasi. 

Catatan: Ini adalah ringkasan definisi-definisi tertentu yang disediakan untuk membantu Anda mengisi formulir ini. 
Perincian lebih lanjut dapat ditemukan dalam OECD “Standar Pelaporan Umum untuk Pertukaran Informasi 
Rekening Keuangan secara Otomatis” (“CRS”), “Komentar” yang terkait dengan CRS, dan panduan domestik. Hal ini 
dapat ditemukan di portal pertukaran informasi otomatis OECD. 

 
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi penasihat pajak atau otoritas pajak dalam negeri Anda. 



 

e) NFE tersebut belum mengoperasikan suatu usaha dan tidak memiliki riwayat operasional sebelumnya, (“NFE start-up”) 
tetapi menginvestasikan modal ke dalam aset dengan maksud untuk mengoperasikan suatu usaha selain dari usaha 
suatu Lembaga Keuangan, dengan ketentuan bahwa NFE tersebut tidak akan memenuhi syarat untuk pengecualian ini 
setelah tanggal yang jatuh 24 bulan setelah tanggal pendirian awal dari NFE tersebut. 

f) NFE tersebut bukan suatu Lembaga Keuangan dalam lima tahun terakhir dan sedang dalam proses melikuidasi asetnya 
atau reorganisasi dengan maksud untuk melanjutkan atau memulai kembali operasi dalam suatu usaha selain dari usaha 
suatu Lembaga Keuangan. 

g) NFE tersebut bergerak terutama dalam transaksi pembiayaan dan lindung nilai dengan, atau untuk, Entitas Terkait yang 
bukan Lembaga Keuangan, dan tidak memberikan jasa pembiayaan atau lindung nilai kepada Entitas mana pun yang 
bukan Entitas Terkait, dengan ketentuan bahwa grup Entitas Terkait tersebut bergerak terutama dalam usaha selain dari 
usaha suatu Lembaga Keuangan; atau 

h) NFE tersebut memenuhi semua persyaratan berikut ini ("NFE nonprofit"): 

i. NFE tersebut didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi tempat kedudukannya secara eksklusif untuk tujuan 
religi, amal, ilmiah, seni, kultural, atletik, atau pendidikan. atau didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi 
tempat kedudukannya, dan merupakan organisasi profesional, liga usaha, kamar dagang, organisasi buruh, 
organisasi pertanian atau hortikultura, liga sipil atau organisasi yang dioperasikan secara eksklusif untuk 
peningkatan kesejahteraan sosial. 

ii. NFE tersebut dibebaskan dari pajak penghasilan di yurisdiksi tempat kedudukannya. 
iii. NFE tersebut tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang memiliki kepentingan proprietary atau 

manfaat dalam penghasilan atau asetnya. 
iv. hukum yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan NFE tersebut atau dokumen pendirian NFE tersebut 

tidak mengizinkan penghasilan atau aset apa pun dari NFE tersebut untuk didistribusikan ke, atau digunakan 
untuk manfaat dari, suatu orang swasta atau Entitas nonamal selain menurut pelaksanaan kegiatan amal NFE 
tersebut, atau sebagai pembayaran kompensasi yang wajar atas jasa yang diberikan, atau sebagai 
pembayaran yang mewakili nilai pasar wajar dari properti yang telah dibeli oleh NFE tersebut. 

v. hukum yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan NFE tersebut atau dokumen pendirian NFE tersebut 
mensyaratkan agar, setelah likuidasi atau pembubaran NFE tersebut, semua asetnya didistribusikan ke suatu 
Entitas Pemerintah atau organisasi nirlaba, atau diberikan ke pemerintah dari yurisdiksi tempat kedudukan NFE 
tersebut atau subdivisi politis daripadanya. 

Catatan: Entitas tertentu (seperti NFFE Wilayah A.S.) dapat memenuhi syarat untuk status NFFE Aktif berdasarkan FATCA 
tetapi tidak memenuhi syarat untuk status NFE Aktif berdasarkan CRS. 

“Kendali” atau “Pengendalian” 

“Kendali” atau “Pengendalian” atas suatu Entitas umumnya dilaksanakan oleh individu yang akhirnya memiliki 
kepentingan kepemilikan pengendali (biasanya berdasarkan persentase tertentu (misalnya 25%)) dalam Entitas tersebut. 
Apabila tidak ada individu yang melaksanakan kendali melalui kepentingan kepemilikan, Orang Yang Mengendalikan dari 
Entitas tersebut adalah individu yang melaksanakan kendali atas Entitas tersebut melalui cara lain. Apabila tidak ada 
individu yang diidentifikasi melaksanakan kendali atas Entitas tersebut melalui kepentingan kepemilikan, maka 
berdasarkan CRS, Orang Yang Wajib Lapor dianggap sebagai individu yang memegang jabatan pejabat pengelola senior. 

“Orang Yang Mengendalikan” 

“Orang Yang Mengendalikan” adalah individu yang melaksanakan kendali atas suatu entitas. Apabila entitas tersebut 
diperlakukan sebagai Entitas Non-Keuangan Pasif (“NFE Pasif”), maka Lembaga Keuangan diharuskan untuk menentukan 
apakah Orang Yang Mengendalikan tersebut merupakan Orang Yang Wajib Lapor. Definisi ini sesuai dengan istilah 
“pemilik manfaat” yang dideskripsikan dalam Rekomendasi 10 dan Catatan Interpretatif atas Rekomendasi 10 dari 
Financial Action Task Force Recommendation (sebagaimana diadopsi pada Februari 2012). 

Sehubungan dengan trust, Orang Yang Mengendalikan adalah settlor, wali amanat, pelindung (jika ada), penerima 



 
manfaat atau kelompok penerima manfaat, atau individu lainnya yang melaksanakan kendali efektif utama atas trust  

(termasuk melalui rantai pengendalian atau kepemilikan). Berdasarkan CRS, settlor, wali amanat, pelindung (jika ada), 
dan penerima manfaat atau kelompok penerima manfaat, selalu diperlakukan sebagai Orang Yang Mengendalikan suatu 
trust, terlepas dari apakah ada di antara mereka yang melaksanakan pengendalian atas kegiatan trust. 

Apabila settlor dari trust adalah Entitas, maka CRS mewajibkan Lembaga Keuangan untuk juga mengidentifikasi Orang 
Yang Mengendalikan dari settlor dan jika diperlukan melaporkannya sebagai Orang Yang Mengendalikan trust tersebut. 

Dalam hal pengaturan hukum selain trust, “Orang Yang Mengendalikan” berarti orang-orang yang memiliki posisi yang 
setara atau serupa. 

“Lembaga Penitipan” 

Istilah “Lembaga Penitipan” berarti Entitas apa pun yang memegang, sebagai bagian yang besar dari usahanya, Aset 
Keuangan untuk kepentingan pihak lain. Dalam hal ini, penghasilan kotor Entitas yang berasal dari pemegangan Aset 
Keuangan dan jasa keuangan terkait setara dengan atau melampaui 20% dari penghasilan kotor Entitas selama jangka 
waktu yang lebih pendek dari (i) jangka waktu tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (atau hari terakhir 
dari suatu periode akuntansi yang bukan tahun kalender) sebelum tahun pada saat penentuan dilakukan; atau (ii) 
jangka waktu saat Entitas tersebut telah berdiri. 

“Lembaga Penyimpanan” Istilah “Lembaga Penyimpanan” berarti Entitas apa pun yang menerima simpanan dalam 
kegiatan usaha yang wajar dalam usaha perbankan atau usaha serupa. 

“FATCA” 

FATCA adalah singkatan dari ketentuan-ketentuan AS yang umumnya dikenal sebagai Undang-Undang Kepatuhan 
Pajak Rekening Luar Negeri (Foreign Accountant Tax Compliance Act), yang diundangkan sebagai hukum AS sebagai 
bagian dari Undang-Undang Insentif Perekrutan untuk Memulihkan Lapangan Kerja (HIRE) pada tanggal 18 Maret 
2010. FATCA menciptakan rezim pelaporan dan penahanan informasi baru untuk pembayaran yang dilakukan kepada 
lembaga-lembaga keuangan non-AS dan entitas non-AS lainnya. 

“Entitas” 

Istilah “Entitas” berarti orang hukum atau pengaturan hukum, seperti perusahaan, organisasi, kemitraan, trust atau 
yayasan. Istilah ini mencakup siapa pun selain individu (yaitu orang perorangan). 

“Lembaga Keuangan” 

Istilah “Lembaga Keuangan” berarti “Lembaga Penitipan”, “Lembaga Penyimpanan”, “Entitas Investasi”, atau 
“Perusahaan Asuransi Khusus”. Silakan lihat pedoman domestik yang relevan dan CRS untuk klasifikasi lebih 
lanjut yang berlaku untuk Lembaga Keuangan. 

“Entitas Investasi” 

Istilah “Entitas Investasi” mencakup dua jenis Entitas: 

(i) Entitas yang utamanya melakukan kegiatan usaha satu atau lebih kegiatan atau operasi berikut untuk atau atas nama 
nasabah: 

 Perdagangan instrumen pasar uang (cek, wesel, sertifikat deposito, derivatif, dan lain-lain); valuta asing; 
instrumen kurs, suku bunga, dan indeks; surat berharga yang dapat dipindahtangankan; atau perdagangan 
berjangka komoditas. 

 Manajemen portofolio individu dan kolektif; atau 
 Dengan cara lain menginvestasikan, mengadministrasikan, atau mengelola Aset Keuangan atau uang atas 

nama orang lain. 

Kegiatan atau operasi tersebut tidak termasuk memberikan nasihat investasi yang tidak mengikat kepada nasabah. 



 
(ii)  Jenis kedua dari “Entitas Investasi” (“Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain”) adalah 
Entitas apa pun yang penghasilan kotornya utamanya dapat diatribusikan kepada investasi, investasi kembali,  
 
 
atau perdagangan Aset Keuangan di mana Entitas dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Penyimpanan, 
Lembaga Penitipan, Perusahaan Asuransi Khusus, atau Entitas Investasi jenis pertama. 

“Entitas Investasi yang terletak di Yurisdiksi Yang Tidak Berpartisipasi dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain” 

Istilah “Entitas Investasi yang terletak di Yurisdiksi Yang Tidak Berpartisipasi dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain” 
berarti Entitas apa pun yang penghasilan kotornya utamanya dapat diatribusikan kepada investasi, investasi kembali, 
atau perdagangan Aset Keuangan jika Entitas tersebut 

(i) dikelola oleh Lembaga Keuangan 
(ii) bukan merupakan Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Berpartisipasi. 

“Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain” 

Suatu Entitas “dikelola oleh” Entitas lain jika Entitas pengelola melakukan, baik secara langsung maupun melalui 
penyedia jasa lain atas nama Entitas yang dikelola, salah satu kegiatan atau operasi yang diuraikan dalam klausul (i) di 
atas dalam definisi ‘Entitas Investasi’. 

Suatu Entitas hanya mengelola Entitas lain jika Entitas tersebut memiliki kewenangan untuk mengelola aset Entitas lain 
tersebut (seluruh maupun sebagian). Apabila suatu Entitas dikelola oleh gabungan dari Lembaga Keuangan, NFE, atau 
individu, maka Entitas tersebut dianggap dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Penyimpanan, Lembaga 
Penitipan, Perusahaan Asuransi Khusus, atau Entitas Investasi jenis pertama, jika salah satu dari Entitas pengelola 
tersebut adalah Entitas lain tersebut. 

“NFE” 

“NFE” adalah Entitas apa pun yang bukan merupakan Lembaga Keuangan. 

“Lembaga Keuangan Yang Tidak Wajib Lapor” 

“Lembaga Keuangan Yang Tidak Wajib Lapor” berarti Lembaga Keuangan apa pun yang merupakan: 

 Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional atau Bank Sentral, selain sehubungan dengan pembayaran yang 
berasal dari kewajiban yang dimiliki sehubungan dengan aktivitas keuangan komersial dari jenis yang dilakukan 
oleh Perusahaan Asuransi Khusus, Lembaga Penitipan, atau Lembaga Penyimpanan. 

 Dana Pensiun Partisipasi Luas; Dana Pensiun Partisipasi Sempit; Dana Pensiun dari suatu Entitas Pemerintah, 
Organisasi Internasional, atau Bank Sentral; atau Penerbit Kartu Kredit Yang Memenuhi Syarat. 

 Sarana Investasi Kolektif Yang Dibebaskan; atau 
 Trust Yang Didokumentasi oleh Wali Amanat: trust di mana wali amanat dari trust tersebut adalah Lembaga 

Keuangan Yang Wajib Lapor dan melaporkan semua informasi yang diperlukan untuk dilaporkan sehubungan 
dengan semua Rekening Wajib Lapor dari trust tersebut. 

 lainnya yang ditetapkan dalam hukum domestik suatu negara sebagai Lembaga Keuangan Yang Tidak Wajib Lapor. 

“Yurisdiksi Yang Berpartisipasi” 

“Yurisdiksi Yang Berpartisipasi” berarti yurisdiksi yang memiliki perjanjian yang sesuai dengan perjanjian tersebut akan 
memberikan informasi yang diperlukan dalam pertukaran informasi rekening keuangan secara otomatis yang 
ditetapkan dalam Common Reporting Standard dan yang diidentifikasi dalam daftar yang dipublikasikan. 

“Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Berpartisipasi” 



 
Istilah “Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Berpartisipasi” berarti (i) Lembaga Keuangan apa pun yang merupakan 
penduduk pajak di Yurisdiksi Yang Berpartisipasi namun tidak termasuk cabang dari Lembaga Keuangan tersebut yang  
 

berlokasi di luar yurisdiksi tersebut, dan (ii) cabang apa pun dari Lembaga Keuangan yang bukan merupakan penduduk 
pajak di Yurisdiksi Yang Berpartisipasi, jika cabang tersebut berada di Yurisdiksi Yang Berpartisipasi tersebut. 

“NFE Pasif” 

Berdasarkan CRS, “NFE Pasif” berarti NFE apa pun yang bukan merupakan NFE Aktif. Entitas Investasi yang berlokasi 
di Yurisdiksi Yang Tidak Berpartisipasi dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain juga diperlakukan sebagai NFE Pasif 
untuk keperluan CRS. 

 
“Entitas Terkait” 
 
Suatu Entitas adalah “Entitas Terkait” dari Entitas lain jika salah satu Entitas melaksanakan pengendalian atas Entitas 
lain, atau kedua Entitas tersebut berada di bawah pengendalian yang sama. Untuk tujuan ini, pengendalian mencakup 
kepemilikan langsung atau tidak langsung lebih dari 50% hak suara dan nilai dalam suatu Entitas. 

 
“Rekening Wajib Lapor” 
 
Istilah “Rekening Wajib Lapor” berarti rekening yang dimiliki oleh satu atau lebih Orang Yang Wajib Lapor atau oleh NFE 
Pasif yang memiliki satu atau lebih Orang Yang Mengendalikan yang merupakan Orang Yang Wajib Lapor. 

 
“Yurisdiksi Yang Wajib Lapor” 
 
Yurisdiksi Yang Wajib Lapor adalah yurisdiksi di mana terdapat kewajiban untuk memberikan informasi rekening 
keuangan dan diidentifikasi dalam daftar yang dipublikasikan. 

 
“Orang di Yurisdiksi Wajib Lapor” 
 
Orang di Yurisdiksi Wajib Lapor adalah suatu Entitas yang merupakan wajib pajak di suatu Yurisdiksi Yang Wajib Lapor 
berdasarkan undang-undang pajak dari yurisdiksi tersebut - dengan merujuk ke undang-undang setempat di negara 
tempat Entitas tersebut dibentuk, didirikan, atau dikelola. Suatu Entitas seperti kemitraan, kemitraan terbatas, atau 
pengaturan hukum serupa yang tidak memiliki domisili untuk tujuan perpajakan akan dianggap sebagai penduduk di 
yurisdiksi tempat manajemen efektifnya berada. Dengan demikian, apabila suatu Entitas menyatakan bahwa pihaknya 
tidak memiliki domisili untuk keperluan pajak, pihaknya harus mengisi formulir yang menyatakan alamat kantor pusatnya. 
 
Entitas dengan domisili ganda dapat mengandalkan tiebreaker rules dalam konvensi pajak (apabila berlaku) untuk 
menentukan domisili mereka untuk keperluan pajak. 

 
“Orang Yang Wajib Lapor” 
 
“Orang Yang Wajib Lapor” didefinisikan sebagai “Orang di Yurisdiksi Wajib Lapor”, selain: 
 
 perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara reguler di satu atau lebih pasar efek yang mapan. 
 perusahaan apa pun yang merupakan suatu Entitas Terkait dari suatu perusahaan yang diuraikan dalam klausul (i). 
 suatu Entitas Pemerintah. 
 Suatu Organisasi Internasional; 
 suatu Bank Sentral; atau 
 suatu Lembaga Keuangan (kecuali untuk suatu Entitas Investasi yang diuraikan dalam Subayat A (6) b) dari CRS 



 
yang bukan Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Berpartisipasi. Sebaliknya, Entitas Investasi tersebut diperlakukan 
sebagai NFE Pasif). 
 
 
“Penduduk untuk keperluan pajak” 
 
Setiap yurisdiksi memiliki aturannya sendiri untuk menentukan domisili pajak, dan yurisdiksi telah menyediakan 
informasi tentang cara menentukan apakah suatu entitas merupakan penduduk pajak di yurisdiksi tersebut pada portal 
pertukaran informasi otomatis OECD. Secara umum, suatu Entitas akan menjadi penduduk untuk keperluan perpajakan 
di suatu yurisdiksi jika, berdasarkan hukum yurisdiksi tersebut (termasuk konvensi pajak), Entitas tersebut membayar 
atau seharusnya membayar pajak di sana berdasarkan domisili, tempat tinggal, tempat manajemen atau pendirian, atau 
kriteria lain yang sejenis, dan tidak hanya dari sumber-sumber di yurisdiksi tersebut. 
 
Entitas dengan domisili ganda dapat mengandalkan tiebreaker rules yang terkandung dalam konvensi pajak (apabila 
berlaku) untuk menyelesaikan kasus-kasus domisili ganda untuk menentukan domisili mereka untuk keperluan pajak. 
 
Entitas seperti kemitraan, kemitraan terbatas, atau pengaturan hukum serupa yang tidak memiliki domisili untuk 
keperluan pajak akan dianggap sebagai penduduk di yurisdiksi di mana tempat manajemen efektifnya berada. Untuk 
informasi tambahan mengenai domisili pajak, silakan berbicara dengan penasihat pajak Anda atau lihat portal pertukaran 
informasi otomatis OECD. 

 
“Perusahaan Asuransi Khusus” 
 
Istilah “Perusahaan Asuransi Khusus” berarti Entitas apa pun yang merupakan suatu perusahaan asuransi (atau 
perusahaan induk dari suatu perusahaan asuransi) yang menerbitkan, atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
terkait dengan Kontrak Asuransi Nilai Tunai atau Kontrak Anuitas. 

 
“TIN” 
 
Istilah “TIN” berarti Nomor Identifikasi Wajib Pajak atau nomor yang fungsinya serupa dalam hal tidak adanya 
TIN. TIN adalah kombinasi unik huruf atau angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada individu atau Entitas 
dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau Entitas tersebut untuk keperluan administrasi undang-
undang pajak yurisdiksi tersebut. Perincian lebih lanjut mengenai TIN yang dapat diterima dapat ditemukan di 
portal pertukaran informasi otomatis OECD. 

 
Beberapa yurisdiksi tidak menerbitkan TIN. Akan tetapi, yurisdiksi tersebut seringkali menggunakan angka dengan 
integritas tinggi lain dengan tingkat identifikasi setara (“nomor dengan fungsi serupa”). Contoh jenis nomor tersebut 
mencakup, untuk Entitas, kode/nomor registrasi usaha/perusahaan. 
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